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Penyelesaian kasus pers dan kasus yang menyangkut pers di indonesia memiliki dua pilihan penting. Pilihan
tersebut antara lain menyel esaikan kasus pers dan kasus yang menyangkut pers melalui pemberitaan atau
yang disebut sebagai penyelesaian dengan Mekanisme Hak Jawab menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang
Pers dan/atau Penyel esaian dengan penerapan ketentuan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabita ada pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan
dalam kegiatan pers dan diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab maka penyelesaian tersebut adalah
penyelesaian dengan pemberitaan sedangkan penyeiesaian menurut KUHP adalah penyel esaian menurut
ketentuan hukum publik yaitu bila ada tindakan pidana maka harus ada sanksinya bisa berupa hukuman
kurungan atau denda.

Tindak Pidanayang sering terjadi daiam kegiatan pers adalah tindak pidana yang dalam KUHP disebut
sebagal penghinaan. Kansep dan pengertian penghinaan diarur dalam Bob XVI Buku H KUHP, yang
mengatur mengenai beberapa bentuk tindak pidana penghinaan seperti ‘pencemaran (smaad)' vide Pasal 310
KUHP, 'fitnah (laster)' Pasal 311 KUHP, dan 'benghinaan sederhana (eenvoudige helediging). Tindak
Pidana Penghinaan (belediging) yang sangat erat kaitannya dengan pers adalah Delik pencemaran Pasal 310
KUHP yang unsur-unsurya terdiri dari unsur menyerang nama baik dan kehormatan; unsur kesengajaan;
unsur di depan umum yang karenanya memiliki syarat publikasi. Selain pencemaran, ada detik fitnah (laster)
Pasaf 311 KUHP. Seiain itu masih ada banyak tindak pidana penghinaan lainnya yang tersebar di dalam
KUHP dan banyak pulatindak pidanayang bukan penghinaan tetapi berkaitan dengan berita bohong dan
sebagainya.

Namun, tindak pidana penghinaan Pasal 310 KUHP ini dihapus hukumannya apabila kegiatan pers tersebut
diiakukan demi kepentingan umum, Kepentingan umum seperti apa yang dapat dijadikan alasan penghapus
atas kejahatan penghinaan di atas adalah kepentingan umum yang memang diemban oleh pers dalam fungsi
dan perannya. Unsur kepentingan umum" yang harus ditafsfrkan sebagai afasan penghapus pidana dalam
Pasol 310 ayat (3) adalah unsur kepentingan umum yang berkaitan dengan kegiatan pers terutama
pemberitaan yang sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)/Kade Etik Wartawan indonesia
(KEWI). Pemberitaan yang dapat menggunakan dalil 'kepentingan umum” sebagai al asan penghapus pidana
(strafuitsluitingsgrond) hanyalah pemberitaan pers yang memenuhi semua persyaratan yaitu kebenaran,
kewajaran, kepantasan, kualitas (profesfonal), kejujuran, obyektivitas, ketidakberpihakan, keseimbangan,
dan keterjangkauan. Dengan kriteria kepentingan umum Pasal 310 KUHP yang mernenuhi semua
persyararan di atas, maka sebuah pemberitaan pers jelas-jelas telah menjalankan fungsi dan perannya
sebagal lembaga sosial dan ekonomi menurut aturan yang berlaku. Pemberitaan yang telah memenuhf
semua persyaratan tersebut di atas merupakan penjelmaan dari penerapan prinsip-prinsip kernerdekaan pers
yang bertanggung jawab.

...... The settlement of press cases and cases related to press in indonesia has two key choices. The choice,
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among other things, isto settle press cases and cases related to press by means of press newsor caled as
Settlement through the Mechanism of Right to Respond pursuant to Law No. 40 of 1999 on Press and/or
Settlement with the application of provisions of the criminal law as regulated in the Criminal Code. In the
event of violation or criminal act committed in press activities and it is settled through the mechanism of
Right to Respond then such settlement is a settlement by means of press news, whereas the settlement
pursuant to the Criminal Code is a settlement that is in accordance with the provisions of public law namely
when a criminal act is committed then it must be subject to sanction either in the form of sentence to
imprisonment or afine.

A criminal act which frequently occursin press activitiesis acriminal act which isin the Criminal Code
referred to as humiliation. The concept and interpretation of humiliation is regulated in Chapter XV! Book I
of the Criminal Code which regulates on some forms of criminal act of humiliation such as ?aspersion
(smaad)? vide Article 310 of the Criminal Code "calumny (laster)" Article 311 of the Criminal Code, and
?plain insult (eenvoudige belediging)”. The criminal act of humiliation (belediging) which greatly relates to
pressis Offense of Aspersion as set forth in Article 310 ofthe Criminal Code of which elements consist of
the element of attacking the good reputation and honor; the element of deliberateness; the element of before
the public that makes it have a publication condition. In addition to aspersion, there is an Offense of
calumny (laster) of Article 311 of the Criminal Code. Besides, there are still other humiliation criminal acts
set forth in the Criminal Code and there are also other criminal acts which are non-humiliation but being
correlated with fake/ false news/ report and others.

Y et, criminal act of humiliation in Article 310 of the Criminal Code has its punishment eliminated when
such press activity is performed for the sake of the public interest. What kind of public interest which may
become the reason of eliminating the crime of humiliation as mentioned above is the public interest that is
indeed performed by pressin its function and role. The element of ?public interest? which must be construed
asthe reason of the criminal elimination in Article 310 paragraph (3) is the element of public interest
relating to press activities especially the press which isin accordance with Law on Press and Journalistic
Ethic Code (KEJ)lindonesian Journalists Ethic Code (KEWI). The press that may use the argumentation of
?public interest? as the reason of eliminating the criminal act (strafuitsuitingsgrond) is only the press news
meeting all conditions namely truthfulness, fairness, appropriateness, quality (professional), honesty,
objectivity, nonalignment, balance, and achievability. With the criteria of public interest of Article 310 of
the Criminal Code which meets all of the aforesaid conditions, press news has obviously performed its
function and role as a social and economic institution pursuant to the applicable rules. The press news which
has met all aforesaid requirements is the realization of the application of independence principles of the
accountable press.



